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 Kata Pengantar
 

Laporan Tahunan 2025 ini merupakan laporan komprehensif yang menyajikan kinerja PT. BPR 
Pesisir Layar Berkembang selama periode 1 (satu) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai 
dengan 31 Desember 2025. Laporan ini memuat Laporan Keuangan Tahunan serta informasi 
umum Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi 
yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan bagi industri perbankan, termasuk bagi 
PT. BPR Pesisir Layar Berkembang. Namun demikian, PT. BPR Pesisir Layar Berkembang 
mampu melalui periode tersebut dengan baik dan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja 
yang positif dibandingkan dengan tahun 2024.

Secara kinerja keuangan, Perseroan mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar 12,33%. 
Penyaluran Kredit Yang Diberikan (KYD) mengalami penurunan sebesar 0,23%, yang 
menunjukkan upaya ekspansi kredit belum maksimal. Dari sisi penghimpunan dana, Dana 
Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan, dengan tabungan meningkat sebesar 0,15% 
dan deposito tumbuh sebesar 9,28%.

Permodalan Perseroan tetap berada pada level yang sangat memadai, tercermin dari Rasio 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang meningkat sebesar 5,97% dari 85,31% 
menjadi 91,28%. Sementara itu, laba tahun berjalan menunjukkan peningkatan sebesar 16,29% 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (Non- Performing Loan/ NPL) mengalami 
pemburukan dengan peningkatan sebesar 3,48% dari tahun 2024 menjadi 14,65% pada posisi 
31 Desember 2025. Tingkat NPL tersebut menjadi perhatian khusus agar dapat diturunkan 
secara bertahap menuju tingkat yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan regulator.

Dalam merespons berbagai tantangan dan dinamika perubahan, PT. BPR Pesisir layar 
berkembang telah mengambil langkah- langkah strategis untuk meningkatkan kinerja secara 
berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) , peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta 
penerapan prinsip kehati- hatian (prudential banking) . Selain itu, Perseroan juga terus 
mendorong inovasi, efisiensi operasional, serta memperkuat kolaborasi di seluruh lini 
organisasi guna meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan.

Seluruh langkah strategis yang ditempuh diarahkan untuk mengoptimalkan peluang yang ada, 
mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi 
seluruh pemangku kepentingan PT. BPR Pesisir Layar Berkembang.
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PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  

PESISIR LAYAR BERKEMBANG 

 

MANAGEMENT LETTER 

Atas Laporan Auditor Independen 

No. 00034/2.1427/AU.8/07/1263-4/1/III/2026 

Tanggal 12 Maret 2026 

 

Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025  
 

 

 



Surabaya, 12 Maret 2026 

Nomor  :  00034.A/2.1427/AU.8/07/1263-4/1/III/2026     

Hal    :  Management Letter 

 SL1/K.II/2008 

Kepada Yth:  

Komisaris dan Direksi 

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR LAYAR BERKEMBANG 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan tugas kami untuk melaksanakan pemeriksaan umum (General 

Audit) atas Laporan Keuangan PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR LAYAR 

BERKEMBANG untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang 

bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan 

tersebut, maka perkenankanlah kami menyampaikan informasi yang menurut 

pertimbangan kami perlu menjadi perhatian manajemen dalam bentuk Management 

Letter. 
 

Informasi kami terbatas pada temuan selama melakukan pemeriksaan umum, baik 

kondisi administrasi maupun kondisi manajemen. Laporan ini dimaksudkan hanya untuk 

memberikan informasi, dan untuk digunakan oleh Komisaris dan Direksi serta pihak lain 

yang dalam organisasi bank. Kami tidak bertanggung jawab atas akibat penggunaan 

laporan ini oleh pihak lain selain yang telah kami sebutkan di atas. 

 

  

 

Hormat kami, 

 

 

 

 

Nur Shodiq, SE., Ak., M. Ak., CA., CFI., CPA 

No. Ijin Akuntan Publik 1263 
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Sehubungan dengan audit laporan keuangan PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT 

PESISIR LAYAR BERKEMBANG tahun 2025, bersama ini kami sampaikan surat kepada 

manajemen (management letter) terhadap penyelenggaraan manajemen PT. BANK 

PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR LAYAR BERKEMBANG. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 48/POJK.03/2017, bahwa dalam rangka menciptakan transparansi kondisi 

keuangan dan kinerja BPR maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara 

publikasi kondisi keuangan BPR dan informasi lainnya kepada publik secara berkala 

akurat dan benar, oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam publikasi laporan 

keuangan BPR. Kantor Akuntan Publik sebagai pemeriksa laporan keuangan 

berkewajiban melakukan pemeriksaan sesuai lingkup pemeriksaan sesuai dengan Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017. Berikut 

adalah beberapa hal yang perlu kami sampaikan: 

a. Perkembangan usaha bank 

Perkembangan usaha PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR LAYAR BERKEMBANG 

dalam kurun waktu 2 (dua) periode pemeriksaan terakhir meningkat sebesar 

Rp2.188.542 ribu (12,33%) yaitu dari sebesar Rp17.754.397 ribu menjadi Rp19.942.939 

ribu. Pada sisi aset kenaikan berasal dari penempatan pada bank lain sebesar 

Rp2.304.435 ribu (57,45%), pendapatan bunga yang akan diterima sebesar Rp82.560 

ribu (39,76%), aset tetap sebesar Rp26.805 ribu (2,93%) serta aset lain lain sebesar 

Rp163.728 ribu (238,82%). Sementara disisi liabilitas terdapat peningkatan liabilitas 

segera sebesar Rp29.559 ribu (101,56%), hutang bunga sebesar Rp3.632 ribu (23,56%), 

hutang pajak sebesar Rp45.835 ribu (707,67%), simpanan dari nasabah pihak ketiga 

sebesar Rp328.641 ribu (4,24%), simpanan dari bank lain sebesar Rp1.161.173 ribu 

(42,78%) serta liabilitas lain lain sebesar Rp56.357 ribu (44,05%). 

b. Kualitas Aset Produktif 

Kredit non-performing naik sebesar Rp393.741 ribu yaitu dari Rp1.527.061 ribu menjadi 

Rp1.920.802 ribu, sehinhga rasio NPL naik dari 11,17% menjadi 14,65%. Kenaikan 

tersebut dikarenakan peningkatan kredit dengan kualitas diragukan dan macet dari 

tahun sebelumnya. 
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Berikut adalah perhitungan Rasio Aset Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aset 

Produkti 

(dalam ribuan rupiah) 

Tahun Aset Produktif yang 

Diklasifikasikan 

Aset Produktif KAP (%) 

2025 1.809.822 19.425.558 9,32 

 

Pada tahun 2025, rasio KAP dibawah 10,35% sehingga berdasarkan kriteria penilaian 

rasio KAP BPR dapat dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Kecilnya rasio KAP yang 

diperoleh BPR menunjukkan bahwa BPR memiliki aset produktif bermasalah yang relatif 

kecil dan begitu juga sebaliknya jika semakin besarnya rasio KAP maka menunjukan 

bahwa BPR memiliki jumlah yang besar terhadap aset produktif bermasalah. Karena 

semakin kecil rasio KAP BPR, maka semakin kecil tingkat kemungkinan tidak 

diterimanya kembali dana yang ditanamkan. 

c. Aset lain - lain 

Pos aset lain-lain pada tahun 2025 sebesar Rp232.285 ribu terdiri bdd sewa kantor 

sebesar Rp223.333 ribu, brang cetakan sebesar Rp2.451 ribu dan lainnya sebesar 

Rp6.500 ribu.  

d. Kewajaran atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun 

transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus. 

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik Simpanan 

maupun Kredit Yang Diberikan (KYD) dilakukan secara wajar sebagaimana dengan 

pihak ketiga lainnya. Berikut adalah perbandingan Pemberian Suku Bunga Kepada 

Pihak Terkait dan Tidak Terkait:  

                  (dalam rupiah penuh) 

Pihak Terkait 

Transaksi           Jumlah               Suku Bunga 

Kredit Yang Diberikan -                  9% – 24% 

Simpanan -                 4% - 6,75% 

                                                    Pihak Tidak Terkait 

Transaksi            Jumlah                Suku Bunga 

Kredit Yang Diberikan          13.109.649                  7% - 18% 

Simpanan            8.078.817                    4% - 6,75% 

 



 

SURAT KEPADA MANAJEMEN (MANAGEMENT LETTER) 

PT. BANK PEREKONOMIAN PESISIR LAYAR BERKEMBANG 

               TAHUN BUKU 2025       Rahasia 

Halaman 3 dari 12 
 

Manajemen berpendapat bahwa ketika bunga yang diberikan kepada Deposan 

melebihi dari yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka BPR akan 

menginformasikan kepada Deposan serta meminta untuk membuat surat pernyataan 

bahwa Penempatannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  

e. Rincian pelanggaran BMPK yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan dana, 

prosentase dan jumlah pelanggaran BMPK. 

Tidak didapatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada 

Pihak Tidak Terkait maupun Pihak Terkait. Batas Maksimum Pemberian Kredit pada 

tahun 2025, untuk Pihak terkait sebesar Rp754.281 ribu, sedangkan untuk Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Tidak Terkait sebesar Rp1.508.561 ribu. 

f.  Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 

Berdasarkan POJK Nomor:5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, tentang kewajiban 

penyediaan modal minimum dan modal inti minimum BPR, didalam POJK tersebut BPR 

harus memenuhi modal inti Rp3.000.000 ribu ditahun 2019 dan Rp6.000.000 ribu ditahun 

2024. Modal inti yang dimiliki oleh BPR saat ini telah lebih dari Rp6.000.000 ribu, sudah 

memenuhi jika merujuk pada ketentuan OJK diatas. 

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/ SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, bahwa BPR 

wajib menyediakan modal minumum 12% dari ATMR paling lambat 31 Desember 2019 

dan menyediakan modal inti minimum 8% dari ATMR. 

Perhitungan Perhitungan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tahun 2025 

(dalam ribuan rupiah) 

Keterangan Jumlah 

Modal inti 7.500.360 

Modal pelengkap    42.445 

Jumlah Modal 7.542.805 

Modal minimum (12% X ATMR) = (12% X 8.263.614) 991.634 

Modal inti minimum (8% X ATMR) = (8% x 8.263.614) 661.089 

 

Pada tahun 2025, KPMM modal minimum adalah sebesar Rp991.634 ribu KPMM untuk 

modal inti minimum Rp661.089 ribu sedangkan modal BPR sebesar Rp7.542.805 ribu, 
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jadi BPR telah memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajiban penyediaan 

modal minimum sesuai dengan sebelum batas akhir ketentuan yang tertera pada 

Surat Edaran OJK 24/SEOJK.03/2019.  

Berdasarkan hasil perhtiungan KPMM, BPR mampu menjaga KPMM tetap berada 

diatas 15%, sehingga berdasarkan kriteria penilaian KPMM dapat dikategorikan dalam 

kelompok SANGAT BAIK. 

g. Loan Deposit Rasio (LDR). 

LDR merupakan perbandingan antara kredit terhadap dana yang diterima BPR. Dana 

yang diterima BPR meliputi deposito dan tabungan dari pihak ketiga bukan bank. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BPR dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan oleh Deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan 

tingkat kemampuan BPR semakin rendah dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan oleh Deposan. 

Perhitungan LDR 

                         (dalam ribuan rupiah) 

Tahun Kredit yang diberikan Dana yang diterima 

oleh BPR 

LDR (%) 

2025 13.109.649 8.078.818 162,27 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BPR belum mampu menjaga LDR tetap 

berada dibawah 94,75% sehingga berdasarkan kriteria penilaian LDR BPR dapat 

dikategorikan dalam kelompok TIDAK SEHAT. 

h. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta 

penyebab utamanya. 

Perhitungan NPL (Bruto) 

                  (dalam ribuan rupiah) 

Tahun Aset Produktif NPL Total Kredit yang 

diberikan 

NPL (%) 

2025 1.920.802 13.109.649 14,65 
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Berdasarkan hasil perhitungan per 31 Desember 2025, kriteria penilaian NPL BPR dapat 

dikategorikan TIDAK SEHAT karena melebihi 5%. Semakin tinggi rasio NPL menyebabkan 

menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.  

 

i. Return on Asset (ROA). 

ROA adalah perbandingan laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap 

rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Semakin besar ROA suatu BPR, 

maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BPR tersebut dan semakin 

baik pula posisi BPR tersebut dari penggunaan aset. Berikut adalah perhitungan ROA: 

Perhitungan ROA 

               (dalam ribuan rupiah) 

Tahun Laba Sebelum 

Pajak 

Rata-rata Aset 

(12 Bulan Terakhir) 

ROA (%) 

2025 906.983 18.305.876 4,95 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut BPR mampu menjaga ROA tetap berada 

diatas 2% sehingga berdasarkan kriteria penilaian ROA BPR dapat dikategorikan 

dalam kelompok SANGAT BAIK. Dengan tingginya rasio ROA ini menunjukkan bahwa 

BPR mampu dengan baik dalam mengelola aset BPR yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba. 

j. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

Rasio BOPO adalah perbandingan biaya operasional dalam 12 bulan terakhir 

terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan BPR dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu BPR dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil 

dibandingkan pendapatan yang diterima. 

Perhitungan BOPO 

(dalam ribuan rupiah) 

Tahun Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

BOPO (%) 

2025 2.757.819 3.663.520 75,28 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BPR mampu menjaga BOPO berada dibawah 

85% sehingga berdasarkan kriteria penilaian BOPO BPR dapat dikategorikan dalam 

kelompok SANGAT BAIK. Dengan semakin kecilnya rasio BOPO maka semakin efisien 

BPR dalam melakukan kegiatan operasionalnya karena biaya yang dikeluarkan lebih 

kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. 

 

k. NIM (Net Interest Margin) 

Net Interest Margin (NIM) adalah perbandingan pendapatan bunga bersih dalam 12 

bulan terakhir terhadap rata – rata aset produktif dalam periode yang sama. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan BPR dalam memperoleh 

pendapatan. Semakin besar rasio NIM, maka semakin efisien suatu BPR dalam 

memperoleh pendapatan, karena aset produktif yang dimiliki BPR mampu 

menghasilan pendapatan yang besar. 

Perhitungan NIM 

(dalam ribuan rupiah) 

Tahun Pendapatan bunga 

bersih 

Rata – rata total aset 

produktif 

NIM (%) 

2025 2.887.358 18.040.828 16,00 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BPR  mampu menjaga NIM berada diatas 10% 

sehingga berdasarkan kriteria penilaian NIM BPR dapat dikategorikan dalam kelompok 

SANGAT BAIK.  

l. MIAPB (Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto) 

MIAPB adalah perbandingan modal inti terhadap aset produktif bermasalah neto. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BPR dalam menangani aset 

produktif bermasalah dengan mengandalkan modal inti BPR. Semakin tinggi rasio ini, 

maka menunjukkan tingkat kemampuan BPR semakin besar dalam menangani aset 

produktif bermasalah. 

Perhitungan MIAPB 

(dalam ribuan rupiah) 

Tahun Modal Inti Aset Produktif 

Bermasalah Neto 

MIAPB (%) 

2025 7.500.360 1.112.422 674,24 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BPR mampu menjaga MIAPB berada diatas 

200% sehingga berdasarkan kriteria penilaian MIAPB BPR dapat dikategorikan dalam 

kelompok SANGAT BAIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Daftar tabel uraian deskriptiv diatas merupakan penjelasan dari Lampiran III atas Laporan 

Keuangan Bank, dan menjadi bagian tidak terpisahkan antara Laporan Keuangan Bank. 
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Sebagai bagian dari audit, kami telah melakukan pemahaman terhadap 

pengendalian intern BPR, seperti yang diharuskan dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP). Tujuannya adalah untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Pemahaman terhadap pengendalian intern 

BPR dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan 

pemeriksaan kami. Untuk tercapainya pengendalian intern yang lebih baik lagi, berikut 

ini kami sampaikan beberapa kelemahan dalam pengendalian intern BPR: 

1) PENCATATAN KEWAJIBAN IMBALAN KERJA BELUM SESUAI DENGAN KETENTUAN 

KONDISI 

Kami mengapresiasi BPR telah menghitung dan dan mencadangkan kewajiban 

imbalan pasca kerja Per 31 Desember 2025 sebesar Rp174.279.434, namun jumlah 

pencadangan kewajiban imbalan kerja oleh BPR belum sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang Imbalan kerja dan 

SEOJK No. 21 Tahun 2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank 

Perekenomian Rakyat Bab XVIII Liabilitas Imbalan Kerja. 

KRITERIA: 

- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang Imbalan 

kerja paragraf 28.15 menyatakan entitas mengukur liabilitas imbalan pasti untuk 

kewajiban dalam program imbalan pasti pada total neto dari jumlah berikut: 

a. Nilai sekarang dari kewajiban dalam program imbalan pasti pada tanggal 

pelaporan yang dapat diukur dengan: 

1) Memasukkan jumlah imbalan estimasian yang diperoleh oekerja sebagai 

imbalan atas ajsa mereka pada periode kini dan periode selanjutnya 

termasuk imbalan yang belum vesting dan termasuk dampak formula 

imbalan yang memberikan imbalan lebih besar kepada pekerja untuk 

tahun jasa berikutnya. 

2) Menentukan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan 

pembayaran masa depan dengan merujuk pada imbal hasil pasar atas 

obligasi korporasi berkualitas tinggi pada tanggal pelaporan. 

3) Jika entitas mampu, tanpa biaya atau upaya yang berlebihan maka 

entitas menggunakan metode project unit credit untuk mengukur 

kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Jika imbalan pasti didasarkan 

pada tingkat gaji di masa depan, maka metode projected unit credit 
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mensyaratkan entitas untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dengan 

dasar yang mencerminkan estimasi kenaikan gaji di masa depan. Selain itu 

metode projected unit credit mensyaratkan entitas untuk membuat 

berbagai asumsi aktuarial dalam mengukur kewajiban imbalan pasti 

termasuk tingkat diskonto, tingkat imbal hasil ekspetasian atas aset 

program, tingkat ekspetasian dari kenaikan gaji, perputaran pekerja, 

mortalitas dan tingkat tren biaya kesehatan. 

4) Jika entitas tidak mampu, tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, untuk 

menggunakan metode projected unit credit untuk mengukur kewajiban 

dan biaya program imbalan pasti, maka entitas diperkenankan untuk 

membuat penyederhanaan berikut dalam pengukuran kewajiban imbalan 

pasti untuk pekerja kini: 

➢ Mengabaikan estimasi kenaikan gaji di masa depan (yaitu, 

diamsumsikan gaji kini akan terus sama sampai pekerja kini diperkirakan 

mulai menerima imbalan pascakerja); 

➢ Mengabaikan jasa di masa depan dari pekerja kini (yaitu, diasumsikan 

penutupan program untuk pekerja yang ada saat ini dan pekerja baru); 

➢ Mengabaikan kemungkinan mortalitas selama masa jasa dari pekerja 

kini antara tanggal pelaporan dan tanggal pekerja diperkirakan mulai 

menerima imbalan pascakerja (yaitu diasumsikan seluruh pekerja kini 

akan menerima imbalan pascakerja). Akan tetapi mortalitas setelah 

masa kerja (usia harapan hidup) akan tetap perlu dipertimbangkan. 

- SEOJK No. 21 Tahun 2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank 

Perekenomian Rakyat Bab XVIII Liabilitas Imbalan Kerja. 

DAMPAK: 

Pencadangan kewajiban imbalan kerja pada laporan keuangan BPR belum 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang 

Imbalan kerja dan SEOJK No. 21 Tahun 2024 Tentang Panduan Akuntansi 

Perbankan bagi Bank Perekenomian Rakyat Bab XVIII Liabilitas Imbalan Kerja. 

SARAN: 

Sebaiknya Direksi BPR membuat kebijakan dan menerapkan pencadangan 

kewajiban imbalan pasca kerja dengan mengacu pada Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang Imbalan kerja dan SEOJK No. 21 
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Tahun 2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekenomian 

Rakyat Bab XVIII Liabilitas Imbalan Kerja. 

TANGGAPAN MANAJEMEN 

Bank akan membuat kebijakan terkait dengan pencadangan kewajiban imbalan 

kerja dengan mengacu kepada SAK EP. 

 

2) KREDIT NON PERFORMING LOAN (NPL) 

KONDISI  

Berdasarkan pengamatan pada laporan keuangan BPR Per 31 Desember 2025, 

jumlah pembiayaan bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 

Rp1.920.801.702 atau 14,65% dari total outstanding kredit yang diberikan, berikut 

rincian NPL: 

No. Kolektibilitas Kusus Baki Debet 

1. Kurang Lancar Rp 69.203.222  

2. Diragukan Rp 305.511.958  

3. Macet Rp 1.546.086.522  

 Jumlah Rp 13.109.649.042 

 

KRITERIA 

Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit yang diberikan 

diupayakan NPL tidak melebihi 5%. Atas profil tersebut disarankan BPR untuk 

melakukan membentuk program kredit bermasalah dan tim penanganan kredit 

bermasalah, BPR diminta untuk mendokumentasikan penanganan kredit 

bermasalah dan mengoptimalkan pemantauan terhadap seluruh debitur 

bermasalah serta agunan diikat sesuai dengan hukum yang berlaku untuk 

mempermudah eksekusi agunan dalam penyelesaian kredit. 

TANGGAPAN MANAJEMEN 

- Bank akan memperketat analisa kredit. 

- Bank melakukan penagihan intensif (proaktif). 

- Bank akan melakukan Kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam 

menangani penyelesaian kredit bermasalah. 

- Bank akan membentuk bagian yang khusus menangani kredit bermasalah. 
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- Bank memantau secara berkala atas hasil penanganan kredit bermasalah. 

- Bank memantau penanganan kredit terhadap pengelolaan masing-masing 

AO. 

- Seluruh debitur yang mempunyai agunan yang telah diikat sesuai dengan 

hukum yang berlaku (HT, Fiducia). 

 

3) BPR BELUM MELAKUKAN PERHITUNGAN CKPN INDIVIDUAL. 

KONDISI  

BPR menggunakan metode collective dalam menghitung cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN) kredit yang diberikan dan belum melakukan perhitungan 

CKPN individual untuk kredit yang berikan / debitur signifikan, sementara pada SK 

perhitungan CKPN, BPR menggunakan 2 model perhitungan CKPN secara 

collective dan individual. 

KRITERIA 

- SEOJK No. 21 Tahun 2024 tentang Tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi 

Bank Perekenomian Rakyat Bab XII Cadangan Kerugian Penurunan Nilai poin 

12.3 terkait alur pembentukan CKPN menjelaskan BPR melakukan penilaian 

signifikasi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan 

serta terdapat bukti objektif penurunan nilai. 

- SK Direksi No. 038/SK.DIR/BPRPLB/VII/2025 Standar Operasional Prosedur 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT. BPR Pesisir Layar Berkembang. 

DAMPAK 

Belum sesuai dengan SEOJK No. 21 Tahun 2024 tentang Tentang Panduan 

Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekenomian Rakyat Bab XII Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai dan SK Direksi.  

SARAN 

Sebaiknya BPR menghitung CKPN individual sesuai dengan ketentuan yang telah 

diatur dalam SEOJK No. 21 Tahun 2024 tentang Tentang Panduan Akuntansi 

Perbankan bagi Bank Perekenomian Rakyat Bab XII Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai serta SK dan SOP perhitungan CKPN yang telah dibuat oleh BPR. 

TANGGAPAN MANAJEMEN 

Bank akan membuat ketentuan terkait pembentukan CKPN individual. 
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4) BELUM TERDAPAT AKUN / COA UNTUK AKUN PAJAK TANGGUHAN 

KONDISI: 

Pada laporan keuangan BPR belum terdapat akun atau Chart of Account (COA) 

untuk akun pajak tangguhan baik pada sisi aset (aset pajak tangguhan), pada sisi 

kewajiban (liabilitas pajak tangguhan) serta beban pajak tangguhan dan 

penghasilan pajak tangguhan. 

KRITERIA:  

- Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK-EP) 

- SE OJK 21 Tahun 2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank 

Perekonomian Rakyat. 

DAMPAK:  

Belum sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK-EP) dan SEOJK Nomor 

21 Tahun 2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian 

Rakyat. 

SARAN: 

Sebaiknya BPR membuat dan menambahkan akun atau COA untuk akun pajak 

tangguhan (aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, pendapatan 

pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan) di dalam core banking system 

(CBS). 

TANGGAPAN MANAJEMEN 

Sependapat dan akan kami tindak lanjuti. 

 

Demikian surat kepada manajemen kami sampaikan sebagai laporan tambahan yang 

dihasilkan selama kami melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan di PT. BANK 

PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR LAYAR BERKEMBANG. Semoga berguna bagi perbaikan 

dan penyempurnaan penyusunan laporan keuangan di masa mendatang. 

 

--------------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

 


